
























 
 

kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat 

pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. 

6. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan 

kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 

kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan 

atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai 

dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib 

memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat. 

E. Pelayanan Informasi 

1. Dasar Hukum: 

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

b. SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi Pengadilan. 

2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai: 

a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain 

hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta 

hak-hak pokok dalam proses persidangan; 

b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai; 

c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai; 

d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan; 

e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan 

informasi publik. 

3. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online 

atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan 

terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan. 

4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui 

petugas pada Meja Informasi. 

5. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya 

permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja. 




























